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URGENSI PELAKSANAAN PIDANA MATI (DEATIH PENALTY) DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI INDONESIA

(Fadhilah Yusfa Thoriq, 2210113022, Hukum Pidana (PK-1V), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 108
Halaman, 2026)

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang
mengancam kesclamatan dan keberlangsungan generasi bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu 2020 hingga
2025, Badan Narkotika Nasional mencatat lebih dari 264,188 kasus pengedaran narkotika, sementara 326
terpidana telah dijatuhi vonis pidana mati.Penclitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan utama,
yaitu: pertama, perbandingan pengaturan pidana mati dalam tindak pidana narkotika antara Indoncsia dan
Singapura dan kedua, urgensi pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indoncsia. Mctode
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, perundang-undangan, dan
konseptual, serta didukung olch studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat Kcejaksaan Tinggi
Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan fundamental antara sistem pidana
mati Indonesia dan Singapura. Indonesia melalui KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 mengonstruksikan
pidana mati scbagai pidana bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun, yang mencerminkan nilai
kemanusiaan sckaligus membuka ruang pertimbangan individual akan tetapi juga menimbulkan pendcritaan
fisik dan psikis terhadap terpidana karena memiliki masa tunggu yang terlalu lama. Scbaliknya, Singapura
mencrapkan sistem pidana mati wajib (mandatory) berdasarkan Misuse of Drugs Act (MDA) 2023 dengan
ambang batas kuantitas narkotika yang tegas, proscs peradilan yang terstruktur, dan jeda waktu cksckusi
yang singkal schingga menghasilkan efck jera yang nyata. Sclain itu pada rumusan masalah kedua urgensi
pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia yang terdiri dari rasionalisasi darurat
narkotika yang dihadapi olch Indoncsia dan Putusan mahkamah konstitusi yang memberikan landasan
penguat dalam pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Terdapat kesenjangan
antara norma dan peclaksanaan yang justru menjadi tolak ukur penguat bahwa pelaksanaan pidana mati
narkotika di Indoncsia sangat mendesak.
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(Fadhilah Yusfa Thoriq, 2210113022, Criminal law (PK-IV), Faculty of Law, Andalas University, 108
pages, 2026)

ABSTRACT

Narcotics-related offenses have evolved into "extraordinary crimes"” that threaten the safety and future of
Indonesia's younger generation. Between 2020 and 2025, the National Narcotics Agency (BNN) recorded
over 264,188 cases of narcotics trafficking, while 326 convicts were sentenced to death. This study examines
two primary issues: first, a comparison of death penalty regulations for narcotics offenses between
Indonesia and Singapore; and second, the urgency of carrying out the death penalty for such offenses in
Indonesia. The study employs a normative-juridical method utilizing comparative, statutory, and conceptual
approaches, supported by literature reviews and interviews with officials from the West Sumatra High
Prosecutor’s Office. The findings reveal fundamental differences between the death penalty systems of
Indonesia and Singapore. Through the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023), Indonesia frames the
death penalty as a conditional sentence involving a ten-year probationary period; while this reflects
humanitarian values and allows for individualized consideration, it also inflicts physical and psychological
suffering on the convict due to the excessively long waiting period. Conversely, Singapore implements a
mandatory death penalty system under the Misuse of Drugs Act (MDA) 2023, characterized by strict
narcotics quantity thresholds, a structured judicial process, and a short interval before execution, thereby
creating a tangible deterrent effect. Regarding the second issue—the urgency of execution—the study
highlights the rationale based on the narcotics emergency facing Indonesia and Constitutional Court rulings
that provide a reinforcing legal basis for carrying out the death penalty for narcotics offenses. The gap
between legal norms and actual implementation serves as a compelling indicator that the execution of the
death penalty for narcotics offenses in Indonesia is a matter of great urgency. .
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